


Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di 
daerah , melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah 
desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 

 

Tugas Pokok : 
 

Fungsi : 
 

a. Perencanaan program pengawasan; 
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 
c. Pemeriksaan, pengusutan,pengujian,dan penilaian tugas pengawasan. 



”TERWUJUDNYA LEMBAGA 
PENGAWASAN YANG EFEKTIF 
DAN EFISIEN SERTA MAMPU 
MENGOPTIMALKAN PERAN 

SISTEM PENGAWASAN DALAM 
PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH ” 

1. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem 

informasi pengawasan yang akurat dan aktual; 

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan 

yang produktif dan bertanggungjawab.  

3. Mendorong terwujudnya lembaga pengawasan yang 

berkualitas dan akuntabel melalui peningkatan kualitas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan 

pengawasan ; 

4. Mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan 

yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui 

kegiatan pengawasan yang profesional, transparan dan 

akuntabel; 

5. Membangun sistem dan prosedur pengawasan yang lebih 

efektif dan efisien guna mendorong pelaksanaan 

pengawasan yang obyektif dan profesional berdasarkan 

standar audit yang berlaku; 



Saat ini terdapat pergeseran paradigma dan peran Inspektorat yang dahulu 
dianggap sebagai watch dog (anjing penjaga) yang selalu mencari-cari 
kesalahan, saat ini lebih berperan sebagai konsultan dan katalis. Hal ini 
dimaksudkan untuk membantu OPD mencapai tujuannya dengan menggunakan 
pendekatan sistematis dan terukur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas 
dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola sektor publik 
(pemerintahan). 

 
Inovasi E-Consulting juga sangat berpengaruh dalam peningkatan 

kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pati. Hal ini untuk mendukung 
program Pemerintah Pusat sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik 
Indonesia bahwa pada Tahun 2019 semua APIP di Indonesia harus mencapai 
level 3. 

VISI KE DEPAN 

INSPEKTORAT KABUPATEN PATI 



• memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);  

• memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah (anti corruption activities); dan  

• memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan 
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah (consulting activities).   

PERAN APIP (DALAM RB) 
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Perkembangan Teori Layanan Publik 

• pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik adalah penentu 
dalam mendesain dan menerapkan kebijakan publik, dan 
masyarakat diposisikan sebagai klien dan konsumen 

Administrasi publik lama (old public administration) 

• Osborne dan Gaebler dalam bukunya Reinventing Government 
(1992), “Penciptaan manajemen publik yang handal dan 
peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik” 

Manajemen Publik Baru (New Public Management) 

• Tiga aspek dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik 

• Peran pemerintah harus berubah menjadi melayani, bukan hanya 
mengarahkan dan mengayuh 

Governance 



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 

menuntut APIP lebih berperan sebagai consulting partner 
dan quality assurance. Mencermati Instruksi Mendagri 

Nomor 900/918/SJ perihal Peningkatan Kapasitas 
Pengelolaan keuangan dan Kinerja pemerintah Daerah 
kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia, 

harapan yang sangat besar diletakkan pada peran APIP 
yang menjalankan fungsi sebagai tempat konsultasi 

(konsultan) bagi pemerintah daerah. 

LANDASAN ATURAN/DASAR HUKUM 



Penerapan e-Consulting di Inspektorat Kabupaten Pati ini 
mengandung maksud untuk mempermudah Organisasi Pemerintah 

Daerah (OPD) utamanya Aparatur Pemerintahan Desa untuk 
berkonsultasi tentang tata cara pengelolaan keuangan Pemerintah 
Desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pemanfaatan hingga 

pertanggungjawabannya. Sedangkan tujuannya adalah untuk 
meminimalisir sekecil mungkin para Aparat Pemerintahan Desa yang 

berurusan dengan APH kaitannya dengan pengelolaan keuangan 
desa, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan 

dengan efektif dan seefisien mungkin. 

MAKSUD DAN TUJUAN 



1. Manfaat bagi Organisasi: 
a. Tersedianya sarana konsultasi terkait pelaksaan dan pelaporan keuangan dan kinerja 

peemrintahan yang cepat dan efisien bagi OPD dan masyarakat di Kabupaten Pati. 
b. Meningkatkan kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pati. 
c. Meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi yang diterima. 
 
2.  Manfaat  bagi Pemerintah: 
a. Mendukung terwujudnya  penyelenggaraan E-Government di lingkup Pemerintah Kabupaten 

Pati. 
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
c. Mendukung pencapain opini WTP di Kabupaten PatI. 
 
3.  Manfaat  bagi Masyarakat: 
a. Memberikan akses informasi yang mudah, efektif, dan efisien bagi masyarakat. 
b. Bisa berkonsultasi tentang pelaksaan dan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintahan 

secara mudah dan cepat. 

MANFAAT 



ALUR PELAYANAN DAN CARA KERJA 

APLIKASI E-CONSULTING  





Halaman Depan E-Consulting 

 



Halaman Awal 

 



HalamaN 
   LOGIN 

 



Tampilan Halaman 
    Untuk Member 

 



Membuat Pertanyaan Konsultasi 

 



Proses Penanganan Konsultasi 

• Setelah member memposting pertanyaan akan muncul di 
daftar pertanyaan admin dengan status “pending”. 

• Selanjutnya admin memverifikasi pertanyaan dengan 
memilih pertanyaan yang akan diverifikasi dengan 
mencentang kontak dan selanjutnya menekan tombol 
“AksiMassal”, dan klik sekali tombol Set Verifified, maka 
akan merubah status menjadi “Process” dengan warna 
hijau. 



Tampilan Halaman Untuk Admin 

 



 

 Menampilkan dan menambah  per obrik dan desa/kelurahan 



Tampilan menu tim konsultansi 
 



 

Tampilan halaman verifikator 
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TERIMA KASIH 
Wassalam mu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. 


